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ABSTRAK
Orang dengan disabilitas tergolong sebagzi kelompok

pelayanan publik. Mereka sering menghadapi hambatan sazt memens
kebutuhan schari-hari dan mengalami diskriminasi yang menyebabkan hak-hak
mereka sebagai warga negara tidak terpenuhi, seperti terbatasnyz zkses ke
berbagai fasilitas umum. Karena itu, pemerintah daerzh periu membernkan
perhatian dan perlakuan khusus kepada mereka Penelitizn ini mengka
bagaimana pemerintah daerah menerapkan hak aksesibilitas pelayanan publik
untuk penyandang disabilitas, terutama di instansi pemerintzh Penelitizn
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan
lapangan, dengan studi kasus di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten PALI Hasil
disabilitas, sesuai dengan asas dan standar pelayanan publik dalam undang-
undang. Namun, penerapannya di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten PALI belum
optimal.
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Fultillment of Accessibility in Public Services for Persons with Disabilities
A Study at Talang Ubi Health Center PALI Regency
ABSTRACT

Persons with disabilities are categorized as a vulnerable group in the realm
of public services. They often face barriers in meeting daily needs and experience
discrimination, which results in their rights as citizens being unfulfilled, such as
limited access to public facilities. Therefore, local governments must give special
attention and treatment to this group. This study examines how local governments
implement the right to accessibility in public services for persons with disabilities,
particularly in government institutions. The research employs a normative legal
method with a conceptual and field approach, using a case study at the Talang Ubi
Health Center in PALI Regency. The findings show that local governments are
obligated to provide accessible public services for persons with disabilities, in
accordance with the principles and standards of public service as mandated by
law. However, the implementation at the Talang Ubi Health Center in PALI
Regency has not yet been optimal.

Keywords: Local Government Obligations, Public Services, Persons with

Disabiliti
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PEMENUHAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK
ATAS HAK FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS
STUDI DI PUSKESMAS TALANG UBI KABUPATEN PALI
A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak.?

Pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan atensi dan
penanganan tersendiri tentang layanan publik yang diberikan karena disabilitas
sebagai pengguna fasilitas, termasuk dalam kelompok rentan yang terkadang
mengalami diskriminasi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka
sebagai warga negara.? Perlakuan khusus ini dibuat untuk melindungi orang
disabilitas dari banyak macam pelanggaran hak atau ketidakadilan. Untuk
menjunjung tinggi dan membela hak asasi manusia dari penyandang disabilitas
menjadi tujuan dari perlakuan khusus ini.3

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti
warga negara Indonesia lainnya. Salah satu aset sumber daya manusia (SDM)

negara adalah penyandang disabilitas. Seperti semua orang, mereka memiliki

! Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,
Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871.

2 Frichy Ndaumanu.“Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan
Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 11. No. 1. 2020, him 132.

8 Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273.



kelebihan dan kekurangan. Penyandang disabilitas dapat memiliki kemampuan
yang disesuaikan dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Namun, penyandang
disabilitas menghadapi tantangan fisik, mental, dan sosial untuk memaksimalkan
perkembangan mereka.’

Para penyandang disabilitas menyadari bahwa mereka adalah manusia
dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan
bangsa. Mereka menyadari bahwa, terlepas dari kondisinya, mereka
membutuhkan layanan dan sarana publik yang ramah untuk memenuhi
kebutuhannya.®

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, dapat
diterapkan prinsip asas kesetaraan yang mengandung makna bahwa seluruh aspek
pelayanan, administrasi, informasi, dan berbagai kegiatan harus dirancang untuk
mengakomodasi serta melibatkan semua anggota masyarakat, termasuk kelompok
penyandang disabilitas.®

Penyandang Disabilitas memiliki Hak Aksesibilitas, yang mencakup hak
untuk mendapatkan akses dan penyediaan fasilitas publik yang sesuai. Selain itu,
Penyandang Disabilitas juga memiliki Hak Pelayanan Publik, yang mencakup hak
untuk mendapatkan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik dan

memanfaatkan fasilitas publik untuk mewujudkan kesamaan kesempatan.’

4 Haryanto, Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas, Media Nusa Creative,
Malang, 2021, him 20.

5 Ibid., him. 21.

® Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan
Nasional, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 257-258.

" Haryanto, op. cit. him 28.



Aksesibilitas sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang
disabilitas dapat hidup sendiri dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan
masyarakat. Aksesibilitas memiliki arti yang luas dan seharusnya termasuk dalam
infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, seperti trotoar, lahan parkir, dan
transportasi, serta elemen lain seperti layanan publik umum, pendidikan,
kesehatan, dan hukum.®

Seperti yang telah disebutkan bahwa aksesibilitas adalah hal yang krusial
untuk kaum disabilitas, dikarenakan jika hal tersebut tidak terpenuhi maka ada
banyaknya hambatan yang akan mereka hadapi dan ini akan menganggu aktivitas
mereka dalam melakukan sesuatu, mulai dari hambatan kelembagaan, hambatan
fisik, dan hambatan informasi dan komunikasi.®

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas diatur dalam Pasal 27 Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, yang mengatur bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas". Dinyatakan lebih lanjut, dalam hal efektivitas pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana

induk.1°

8 Dandi Damardi, “Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap
Penyandang Disabilitas”, Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Vol. 8, No.
2,2021, hlm. 103

% Ibid., hlm. 104,

10 Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,
Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871



Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas
masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, seperti layanan kependudukan, kesehatan,
pendidikan, sosial, dan perizinan. Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI hingga tahun 2022,
pemenuhan standar pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, terutama
penyandang disabilitas, belum optimal. Sering muncul argumentasi bahwa
persentase pengunjung penyandang disabilitas sangat rendah atau bahkan tidak
ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan signifikan mengapa terdapat data penduduk
penyandang disabilitas di suatu wilayah, tetapi kehadiran mereka di fasilitas
layanan publik hampir tidak terlihat, kemungkinan rendahnya tingkat kunjungan
mereka disebabkan oleh kesulitan akses menuju lokasi layanan serta ketiadaan
sarana prasarana yang memfasilitasi mereka dalam mengakses layanan tersebut.
Situasi ini dapat semakin dipersulit tanpa adanya pendamping saat mereka
mengakses layanan. Dari perspektif infrastruktur, sebetulnya banyak unit layanan
telah menyediakan kursi roda, jalur khusus kursi roda, blok penuntun (guiding
block), dan pegangan rambat. Namun, hasil observasi menunjukkan masih
minimnya ketersediaan petugas pendamping dan loket khusus untuk melayani
penyandang disabilitas. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa sarana yang
disediakan harus digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas tanpa

bantuan yang memadai.!?

11 Ombudsman.go.id, “Hak Penyandang Pelayanan Publik Untuk Penyandang Disabilitas”.
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-
disabilitas, diakses pada 02 September 2024, Pukul 22.50 WIB.



https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas

Sampai hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang diselenggarakan
oleh Ombudman RI Tahun 2023 di wilayah Sumatera Selatan masih banyak
teridentifikasi belum memenuhi dalam hal Pemenuhan Standar Pelayanan bagi
Kelompok Disabilita, ialah satu diantaranya adalah Kabupaten Pali.'?

Hal ini dikarenakan dalam penilaian Pemda wilayah Pali sendiri instansi di
dalamnya beberapa belum memenuhi standar, salah satunya Puskesmas Talang
Ubi yang masih kurang dalam pelayanan publik bagi disabilitas seperti kurangnya
toilet, kursi roda, rambatan, guiding blok dan tempat parkir yang tidak sesuai
standar, padahal aspek kesehatan merupakan salah satu yang paling penting dalam
menyokong kelancaran aktivitas sehari-hari.*®

Menilik dari permasalahan yang telah dijabarkan tersebut dengan masih
adanya lembaga daerah yang belum memenuhi hak fasilitas yang aksesibel bagi
penyandang disabilitas hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat
judul “Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Publik Atas Hak Fasilitas Penyandang
Disabilitas Studi di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten Pali (Penukal Abab
Lematang Ilir)”.

B. Rumusan Masalah

Beralaskan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang,

penelitian ini akan berfokus pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut.:
1. Apa saja hak-hak penyandang disabilitas atas fasilitas yang harus

dipenuhi oleh Pemerintah Daerah?

2 Ombudsman, Rekapitulasi Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2023.

13 Ombudsman, Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023.



2. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik atas hak
fasilitas penyandang disabilitas di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten
Pali?
C. Tujuan Penlitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian
dan penyusunan karya ilmiah ini bertujuan untuk:
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk melihat bagaimana pemenuhan fasilitas khusus untuk
kaum difabel, dan melihat serta menganalisis kelayakan
penyediaan di instansi akan aksesibilitas pelayanan publik
kepada penyandang disabilitas selaku pengguna fasilitas umum.
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh suatu instansi
atau lembaga sehingga terjadinya pelaksanaan yang tidak sesuai
Undang-Undang.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menunaikan tugas akhir karya tulis ilmiah dalam
perwujudan skripsi selaku syarat akademis serta usaha untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.
b. Untuk menyumbangkan pemikiran lewat tugas penulisan karya
tulis ilmiah yang kelak berfaedah bagi masyarakat umum,

siswa, mahasiswa hukum dan almamater.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini dilaksanakan dengan tujuan
memberikan sumbangsih yang bermanfaat, baik dari perspektif akademis atau
teoritis maupun dalam konteks penerapan praktisnya.
1. Manfaat Akademis/Teoritis

a. Tujuan penggarapan karya tulis ilmiah ini semoga dapat bernilai
dalam mengasah keilmuan di bidang hukum terutama hukum
administrasi negara pada hukum pelayanan publik serta korelasinya
terhadap tanggung jawab pemerintah daerah pada pemenuhan hak
fasilitas penyandang disabilitas.

b. Untuk masyarakat umum dan penyandang disabilitas, penelitian ini
menyajikan penjelasan mendetail serta memberikan wawasan
mengenai tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah dalam
menyediakan akses pelayanan publik yang inklusif, terutama berupa
fasilitas khusus yang ditujukan bagi penyandang disabilitas.

c. Bagi penulis, semoga dalam langkah penggarapan karya ilmiah ini
bisa meningkatkan lebih banyak keilmuan baru terkhusus di bidang
hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penyusun kebijakan, penelitian ini akan memberi
penyumbangan gagasan supaya dalam prosedur penyusunan suatu
kebijakan bisa lebih mencermati bagaimana kondisi kebutuhan

penyandang disabilitas di lapangan disertai unsur keadilan sosial dan



unsur kesetaraan dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum
agar terlaksananya aksesibilitas dan kesejahteraan sosial untuk
masyarakat dan penyandang disabilitas.

Bagi penyandang disabilitas, penelitian ini dapat menambah
pengetahuan tentang pelayanan publik pada topik fasilitas khusus
semacam apa yang sepatutnya didapat sebagai bentuk dari aturan
yang telah tercantum serta wajib disalurkan pemerintah terhadap
kaum difabel.

Sebagai bahan kepustakaan, pedoman, bahan kajian, dan rujukan
pengetahuan untuk mahasiswa terutama civitas akademika Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ditafsirkan menjadi rangka penelitian yang

menerangkan representasi batas kawasan penelitian dan berfungsi untuk

mengkerucutkan problematika.!* Penulis mengarap penelitian ini menciptakan

batasan permasalahan dalam lingkup penelitian hukum dengan mengkerucutkan

pada ruang lingkup hukum administrasi negara yang berpusat kepada hukum

pelayanan publik serta korelasinya dengan kewajiban pemerintah daerah terhadap

pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik terutama

di pelayanan kesehatan, yang terfokus di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten PALI,

dengan begitu ruang lingkup tersebut sesuai dengan judul penelitian ini yaitu

14 Bambang Sunggono, Metodologi Penilitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

2011, hlm. 111.



“Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Publik Atas Hak Fasilitas Penyandang
Disabilitas Studi di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten PALI”
F. Kerangka Teori
Teori ditafsirkan sebagai suatu rancangan, sketsa, persepsi dan pernyataan
yang berfungsi untuk menelaah problematika secara metodis dengan mengamati
beragam kesinambungan antar konsep atau variabel yang ada, sehingga berguna
untuk menjabarkan suatu problematika.™®
Kerangka teori yang diaplikasikan menjadi fondasi dalam suatu penelitian
yakni teori-teori hukum yang telah lebih dulu dibangun lewat bermacam tinjauan,
analisis dan temuan yang dikerjakan oleh berbagai ahli spesifiknya dalam lingkup
ilmu hukum.*®
Dalam proses menganalisa penelitian untuk pemecahan inti atau pokok
problematika yang ada, penulis memanfaatkan beberapa kerangka teori sebagai
berikut:
1. Teori Keadilan
Endah mengemukakan negara sejahtera adalah tersedianya pelayanan
terbaik kepada masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya diskriminasi
karena dalam konteks negara demokrasi tugas negara adalah untuk mengabdi
sepenuhnya kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban

mereka sebagai warga negara.'’

15 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 79-80.

16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 79.

17 Kiki Endah, “Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik”, Moderat: Jurnal limiah
Ilmu Pemerintahan, Vol. 4. No. 1. 2018, hlm. 146.
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2. Teori Pelayanan Publik

Menurut Sinambela dalam bukunya "Reformasi Pelayanan Publik", layanan
publik yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan
kesejahteraan bagi seluruh warga. Contoh layanan penting yang diharapkan
masyarakat meliputi akses ke fasilitas umum, sistem pendidikan yang baik,
layanan kesehatan yang terjangkau, serta berbagai fasilitas sosial yang
mendukung kehidupan sehari-hari mereka.
3. Teori Aksesibilitas

Menurut Lubis dalam tesisnya yang berjudul “Kajian Aksesibilitas Difabel
pada Ruang Publik Kota Studi Kasus: Lapangan Merdeka”, Penerapan
aksesibilitas dalam fasilitas di dalam gedung atau lingkungan sekitar harus
terjangkau, lancar dan layak untuk semua pengguna termasuk disabilitas demi
mewujudkan kesamaan kesempatan dan kemudahan dalam semua aspek
kehidupan.®®
4. Teori Pelayanan Kesehatan

Dalam Jurnal “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas:
Perspektif Fiqih Siyasah” Rindy Mustika mengemukakan, Pelayanan kesehatan
yang optimal, menyeluruh dan terpadu bagi seluruh masyarakat bisa terpenuhi

dengan cara semua fasilitas dapat diakses oleh semua golongan, pemberian

18 Ombudsman.go.id, “Mengenal Pelayanan Publik”.
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik, diakses pada 03
September 2024, Pukul 16.00 WIB.

1 Hendra Arif K.H Lubis, Tesis : “Kajian Aksesibilitas Difabel Pada Ruang Publik Kota
Studi Kasus : Lapangan Merdeka”, USU, Medan, 2008, him. 1.



https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik
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kualitas pelayanan kesehatan yang sama bagi semua orang, serta memastikan
bahwa semua dilayanani dengan aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi
dalam proses pelayanan kesehatan tersebut.?
G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan
langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematik.
Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan dalam
proses penelitian.?!

Dalam pengarapan penelitian ini, penulis menentukan metode penelitian sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Penelitian jenis ini melihat hukum sebagai aturan tertulis yang terdapat dalam
undang-undang atau sebagai norma dan pedoman yang menjadi acuan perilaku
masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap teks
hukum dan peraturan resmi sebagai dasar analisisnya, bukan pada praktik hukum
di lapangan.??
2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengarap penelitian hukum, ada sejumlah pendekatan yang dapat

digunakan. Melalui berbagai pendekatan tersebut bisa memperoleah informasi

20 Rindy Mustika, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif
Fiqih Siyasah”, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol. 1. No. 2. 2022, hlm. 16.

21 Mardalis, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, him. 24.

22 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, hlm. 34-35.
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lewat berbagai sudut aspek terkait permasalahan yang tengah diteliti untuk
ditemukan jawabannya.
Berikut metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penyusunan
skripsi:

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) mengacu pada cara
menganalisis masalah hukum dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
dasar hukum. Kita bisa memperoleh prinsip-prinsip ini dari berbagai sumber
seperti pemikiran akademisi, undang-undang yang berlaku, dan pendapat
ahli hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teori dan
pandangan para ahli untuk memperjelas analisis masalah yang diteliti,
dengan menerapkan definisi, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan
topik penelitian.

b. Pendekatan Lapangan (Field Approach)

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research).
Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (Field Research) adalah jenis
penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang
alamiah.? Disini penulis menggunakan jenis penelitian Field Research,
agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara

mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan,

2 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan
Ilmu Sosial Lainnya, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, him. 160.
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sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi
permasalahan demi kemaslahatan bersama.
3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum adalah cara untuk menganalisis atau memecahkan
masalah penelitian. Bahan hukum yang dikumpulkan diharapkan dapat membantu
dalam penulisan skripsi. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
atau mengikat, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan, serta putusan hakim.?*
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekinder bertujuan untuk memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan
c. Bahan Hukum Tersier
Berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasa
dikenal bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang

hukum.?®

24 peter Mahmud Marzuki, op. cit., hlm. 141.
2 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, LKKI
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, him. 12-13.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi lapangan untuk memperoleh data primer melalui survey di lapangan
yang berkaitan dengan penelitian dan wawancara pada pihak yang terkait dan
Studi kepustakan untuk memperoleh data sekunder dan data tersier di
perpustakaan, internet, media digital, dan sebagainya.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum menggunakan metode penelitian normatif, yang berarti
menganalisis data secara kuantitaif dengan melihat bahan hukum yang telah
dikumpulkan dan dikelola secara sistematis. Maksud sistematisasi adalah untuk
membuat klasifikasi bahan hukum dengan menggunakan analisis kuantitatif
Tujuan dari analisis kuantitatif ini adalah untuk menganalisis data dari perspektif
teori dan bahan hukum yang ada.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian in1 menerapkan metodologi penalaran deduktif yang sistematis,
di mana peneliti memulai proses analisis dari konsep-konsep teoretis yang bersifat
umum dan luas. Melalui serangkaian tahapan analisis yang terstruktur, peneliti
secara bertahap mempersempit fokus pengamatan untuk mengekstrak informasi
yang lebih spesifik dan relevan. Proses deduksi ini memungkinkan peneliti untuk
mengolah data secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang tajam dan

terfokus, sehingga mampu memberikan jawaban yang komprehensif dan tepat



15

sasaran terhadap seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal

penelitian. .

%6 Surakhmad Winarmo, Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian llmiah
Dasar Metode Tekhnik, Tarsio, Bandung, 1994, hlm. 16.
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